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GLOSARIUM 

 

Rekonstruksi                           : Upaya reorientasi dan reevaluasi serta 

penyusunan kembali, nilai-nilai hukum 

yang berdimensi sosiologis, politik, 

sosio-filosofis dan sosio kultural 

menurut hukum. 

Tipikor                                    : Tindak pidana yang merugikan keuangan 

Negara sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

megnatur mengenai Tindak Pidana 

Korupsi. 

Pengaturan                               : Sistem Pengaturan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Sanksi Pidana                          : Ganjaran yang diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan Pidana, dapat 

berupa sanksi pidana pokok dan pidana 

tambahan. 

Nilai Keadilan  : Sesuatu yang dianggap baik dan benar 

oleh suatu masyarakat tertentu, dalam 

kurun waktu tertentu, dan di tempat 

tertentu mengenai keadilan bagi 

individu dalam masyarakat maupun 

masyarakat itu secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


